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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Peraturan Daerah Kota Pontianak
Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum tidak efektif dalam
menanggulangi pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh pemain
layang-layang di Kota Pontianak yaitu :

1. Faktor sarana atau fasilitas

Pemain layang-layang di Kota Pontianak kebanyakan bermain di
perkampungan yang askes jalannya sangat Kkecil sehingga
menghambat razia yang dilakukan.

2. Faktor masyarakat

a) Pemain layang-layang dewasa, ketika melihat mobil Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Pontianak dari kejauhan langsung
memutuskan benang layangannya lalu melarikan diri, hal ini
terjadi karena berkaitan dengan dengan akses jalan kecil ketika
melakukan razia.

b) Orang tua dari anak yang bermain layang-layang marah dan tidak
terima apabila anaknya dalam bermain layang-layang dijaring

razia dengan alasan bahwa permainan layang-layang adalah
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permainan rakyat sehingga kadang kala saat dilakukannya razia.
Satuan Polisi Pamong Praja sulit dalam melakukan penertiban
sebab sering mendapatkan perlawanan dari orang tua anak.

c) Daerah-daerah tertentu para pemain layang-layang amat sangat
sulit untuk ditertibkan. Pemain layang-layang melakukan yang
terjaring melakukan perlawatan terhadap Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Pontianak, bahkan perlawanan yang dilakukan tidak
tanggung-tanggung dengan menggunakan senjata tajam.

3. Faktor lokasi
Lokasi pemain layang-layang yang bukan menjadi wilayah kerja

Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi dampak yang ditimbukan oleh

pemain layang-layang tersebut dialami oleh masyarakat Kota

Pontianak. Lokasi pemain layang-layang yang tidak dapat ditertibkan

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak salah satunya berasal

dari Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak masuk kedalam wilayah
kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Oleh Karena itu,

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tidak dapat melakukan

tindakan.

B. Saran
Bertitik tolak dari kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai
berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Pontianak perlu melakukan sosialisasi lebih

intensif terkait Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun
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2004 Tentang Ketertiban Umum. Sosialisasi yang dilakukan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kota pontianak dalam mencegah dan
menanggulangi pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh
pemain layang-layang dalam hal ini, tidak hanya sebatas
mensosialisasikan terkait pidana yang diancamkan kepada pelaku
pemain layang-layang. Sosialisasi yang dilakukan juga untuk
memberitahukan terkait tempat yang ditentukan untuk bermain
layang-layang berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah, dan
mensosialisasikan mengenai tata cara bermain layang-layang yang
benar sehingga tidak mengganggu ketertiban umum

. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam melakukan
penegakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004
Tentang Ketertiban Umum melakukan razia dengan strategi tertentu.
Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam
melakukan razia sebagaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pontianak melakukan razia dengan tidak menggunakan baju dinas
sebagai bentuk penyamaran guna kepentingan razia hal ini dapat
mengatasi permasalahan akses jalan kecil dan dan pemain layang-
layang dewasa yang mengetahui razia langsung melarikan diri ketika
mengetahui ada razia, apabila banyak pemain layang-layang yang
terjaring razia kemudian diproses maka Peraturan Daerah Kota
Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum dapat
efektif dalam menanggulangi pelanggaran ketertiban umum yang

dilakukan oleh pemain layang-layang di Kota Pontianak.
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Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 1976 Tentang
Penyelenggaraan Kebersihan Kebersihan dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban
Umum.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang
Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang
Ketertiban Umum.
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